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PENETAPAN

Nomor 1308/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mig

> ) \ ”
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili
perkara Gugat Waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai
berikut, antara pihak-pihak :

PENGGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Swasta,
tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut
sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Swasta,
tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat serta para saksi di

persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat permohonannya tertanggal

02 Maret 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Kabupaten Malang Nomor 1308/Pdt.G/2015/PA.Kab.MIlg mengemukakan hal-

hal sebagai berikut :

1. Pada tanggal .............. , Penggugat dengan Tergugat melangsungkan

pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor
tanggal .............. sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: .....
tanggal XX);

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal
di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Penggugat / Tergugat di
Desa X..... Kecamatan Y..... Kabupaten Malang selama 1 tahun 1 bulan,
kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orang tua
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Penggugat / Tergugat di Desa X..... Kecamatan Y...... Kabupaten Malang

selama 1 tahun 1 bulan dan terakhir bertempat kediaman di rumah orang tua

Penggugat / Tergugat di Desa X..... Kecamatan Y....... Kabupaten Malang

selama 1 tahun 1 bulan;

. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) namun belum dikaruniai
keturunan ;

3. Kurang lebih sejak bulan ........... tahun antara Pemohon dan Termohon terus-
menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan
hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :

a. Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain bernama ...,antara ia
dengan perempuan tersebut saling berkirim surat cinta/antara ia dengan
laki-laki tersebut saling berjalan bersama/antara ia dengan laki-laki
tersebut pernah bertemu Pemohon di .................. bahkan ia telah hidup
kumpul serumah dengan laki-laki tersebut di.........................

b. Termohon sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulangnya
sering larut malam bahkan sampai pagi atau .... hari/ternyata ia pulang
kerumah orangtuanya/...................co . tanpa tujuan dan tanpa alasan
yang sah/ternyata ia tidak kerasan tinggal di rumah kediaman bersama/ia
bermain judi kartu dengan teman-temannya/apabila ditanya Termohon
selalu menjawab dari main ke rumah teman/bahwa itu bukan urusan
Pemohon

c. Termohon tidak kerasan tinggal di rumah orangtua Pemohon dengan
alasan jauh dari tempat kerjanya/Termohon harus merawat dan
mengurus orangtuanya/...................... /tanpa alasan yang jelas

d. Termohon sering cemburu buta menuduh Pemohon ada hubungan
dengan perempuan lain tanpa alasan;

e. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan
Pemohon, yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah
tangga bahkan Pemohon yang kemudian membayar hutang-hutang
Termohon tersebut karena Termohon menyuruh orang-orang yang
memberi hutang agar menagih kepada Pemohon
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f. Termohon sama sekali tidak memperhatikan Pemohon dan anaknya, ia
lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;

4. Ketika perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi Tergugat sering
membentak-bentak Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan
hati/Tergugat sering memukuli Penggugat/Tergugat sering meminta cerai
kepada Penggugat;;

5. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan xxxx ,
Penggugat/Tergugat pergi meninggalkan Penggugat/Tergugat dan pulang ke
rumah orangtua Penggugat/Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana
tersebut diatas selama ..... tahun ..... bulan hingga sekarang. Selama itu
Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan
lahir maupun batin;;

6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan

Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini,

selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan
Termohon hadir secara pribadi di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap
persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon
dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Bahwa, telah ternyata upaya Majelis Hakim tersebut berhasil
merukunkan Pemohon dan Termohon, karenanya Pemohon menyatakan
mohon diperkenankan mencabut perkaranya dan atas permohonan Pemohon
untuk mencabut perkara tersebut, Termohon tidak keberatan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon mencukupkan
keterangannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala
hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan

bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;
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TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada
pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang
menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, karena itu berdasarkan
Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b)
Peraturan Pemrintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama
berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Pemohon
dan Termohon berada di yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang,
sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten
Malang;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan
bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga
Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon
memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan
cara memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali membina
rumah tangganya dengan baik bersama Termohon;

Menimbang bahwa atas upaya tersebut telah ternyata berhasil
meyakinkan Pemohon, karenanya Pemohon mengajukan permohonan untuk
mencabut perkaranya, dan menyatakan akan berusaha untuk rukun kembali
bersama Termohon;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu
mengetengahkan dan mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap, S.H.,
dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 83 yang menyatakan bahwa

berdasarkan prinsip doelmatigheid serta adanya putusan Mahkamah Agung RI
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Nomor : 1841 K/Pdt/1984 dapat dipedomani Pasal 271-272 Rv. yang
menegaskan bahwa “apabila pemeriksaan belum berlangsung, Pemohon
berhak mencabut permohonan tanpa persetujuan Termohon, setelah proses
pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan, dengan syarat
harus ada persetujuan Termohon”;

Menimbang bahwa menurut yurisprudensi kalau Pemohon mencabut
permohonan pada hari sidang sebelum jawaban Termohon, maka Pemohon
dapat mencabut permohonan tanpa persetujuan Termohon. Akan tetapi kalau
pencabutan gugatan setelah jawaban Termohon maka gugatan hanya dapat
dicabut dengan persetujuan Termohon (Olden Bidara, S.H. dan Martin P.
Bidara. Hukum Acara Perdata, Hal. 19);

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan apa yang tertuang dalam
berita acara sidang tanggal 21 Mei 2015 telah ternyata Pemohon dalam perkara
ini telah mencabut permohonannya sebelum pemeriksaan perkara berlangsung,
dan ternyata pula Termohon tidak keberatan atas pencabutan perkara tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka majelis hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat
pencabutan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka
Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama
Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register
perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi
peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku Il Pedoman Pelaksanaan
Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2013 halaman 73,
dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara
dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini.
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MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor
1308/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor : 1308/Pdt.G/2015/PA.Kab.Mlg. tanggal 21 Mei
2015, telah selesai karena di cabut;
3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul dari perkara ini;
Demikian penetapan ditetapkan di Kepanjen, Kabupaten Malang pada
hari Kamis tanggal 21 Mei 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Syakban 1436
Hijriyah, oleh kami Drs. H. SUHARDI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs.
AFNAN MUHAMIDAN, M.H. dan Drs. WARYONO, M.H., masing-masing
sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim
Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum
pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR,
sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I, Ketua Majelis,
Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H. Drs. H. SUHARDI, S.H., M.H.
Hakim Anggota Il,

Drs. WARYONO, M.H.
Panitera Pengganti,

Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 0,-
2. Biaya Proses : Rp. 0,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 0,-
4. Biaya Redaksi . Rp. 0,-
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5. Biaya Meterai : Rp. 0,-
Jumlah : Rp. "
(nol rupiah)
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